BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Penelitian Sebelumnya
	Penelitian Sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjuk kan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.
1. Hasil Penelitian Zhulfikar Reza M (2017)
	Melakukan penelitian tentang Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Terhadap Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)), tujuan penelitian untuk Mengkaji Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam konsep pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana hasil penelitian ini menunjuk kan bahwa pelaksanaan program adalah efektif.
	Hal ini ditunjuk kan dari beberapa indikator antara lain walau jumlah bantuan dana kurang tetapi peruntukkannya cukup memadai, proses penyuluhan keterampilan bagi penerima bantuan cukup berkesinambungan, proses pendampingan sebagai salah satu instrument penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dari setiap kelompok penerima bantuan dinilai cukup efektif. Hal ini disebabkan tidak adanya pendamping khusus bagi anggota walau tergolong keluarga fakir miskin yang butuh banyak bimbingan dalam menjalankan usahanya.
2. Hasil Penelitian Erwin Nasution (2022)
	Penelitian ini dilatarbelakangi dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana pelaksanaan Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan Program Penanganan Fakir Miskin yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012, namun kondisi di lapangan menunjukan bahwa masih banyak fakir miskin yang belum tersentuh oleh program penanganan fakir miskin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang implementasi peraturan Daerah Kampar tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian field reseach yang berlokasi di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sumber data primer didapatkan bersumber dari ketua bidang penanganan fakir miskin di Dinas Sosial, pegawai Dinas Sosial, Kepala Desa Kepau Jaya serta pihak-pihak yang terkait dan data sekunder yang didapatkan bersumber dari artikel, internet, buku, dan sebagainya yang memiliki keterkaitan.
	Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa terkait Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya sudah diimplementasikan dengan cara perangkat Desa melakukan survey langsung kerumah-rumah untuk pendataan, memberi bantuan iuran jaminan kesehatan pemberian daerah (JAMKESDA), kartu Indonesia pintar (KIS), bantuan usaha ekonomi produktif dan kegiatan lainnya. Akan tetapi perangkat Desa Kepau Jaya mengalami kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin tersebut yaitu: a) kurangnya SDM atau terbatasnya pekerja sosial, b) kurangnya pemahaman SDM yaitu kurangnya pengetahuan apabila datang persoalan baru karna pendidikan Desa Kepau Jaya masih terbilang pendidikan yang terbatas, c) terbatasnya anggaran untuk sosialisasi masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah implementasi Perda no 10 tahun 2012 yang dilakukan oleh Perangkat Desa masih belum sepenuhnya maksimal, karna melalui program kerjanya perangkat desa wajib menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, agar tujuan program Perda no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di desa Kepau Jaya dapat terwujud, serta masyarakat juga tidak lepas dari kewajiban serta tanggung jawab untuk menaati peraturan yang ada.
3. Hasil Penelitian Ariska Suriyanti (2021)
	Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak yang kurang berjalan di karenakan salah satu faktor yang mengakibatkan masih tingginya jumlah kemiskinan adalah karakter sebagian warga kota Makassar yang kurang baik yakni pengakuannya sebagai orang miskin, terutama ketika ada program dari pemerintah, sehingga tak jarang orang miskin yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkan bagian dalam program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun jumlah informan dalam penelitian adalah 6 orang.
	Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik pengabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu pemilihan informan berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, dan informasi mengenai masalah penulis teliti. Hasil penelitian menunjuk kan bahwa Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makassar dilihat dari aspek pemerintah seabagai Regulator dalam program penanganan fakir miskin pemerintah masih belum berperan aktif dalam peningkatan ekonomi agar kemiskinan dapat di urai dan diselesaikan. Pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat agar program pemerintah terkait penanganan fakir miskin di Kota Makassar masih belum berjalan dengan baik. Pemerintah sebagai Fasilitator, Dinas Sosial memberikan layanan serta fasilitas yang baik khususnya dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan, akan tetapi pemerintah menjadi fasilitator belum berperan aktif dalam membangun kondisi yang kondusif untuk pelaksaan pembangunan daerah.
4. Hasil Penelitian Duwi Reknani (2015)
	Melakukan penelitian tentang Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobongan, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin melalui kegiatan PS-KAT yang di implementasikan di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Kaliwenang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobongan dalam kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil selama ini. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diamana hasil dari penelitian ini menujuk kan adanya keberhasilan program penanganan Fakir Miskin yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hal ini dapat dilihat dari perubahan pendapatan masyarakat Desa Kaliwenang, yang sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan dari mencari kayu yang kemudian di jual dan juga buruh tani.
	Namun dengan adanya bantuan tersebut sekarang pendapatan dapat meningkat dengan mengembangbiak kan hewan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Program pemberdayaan komunitas adat terpencil ini juga telah mampu membawa warga binaan pada peningkatan kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik dibandingkan saat belum diadakannya program tersebut.
5. Hasil Penelitian Andi Azhar Mustafa (2015)
[bookmark: _GoBack]	Melakukan penelitian tentang Efektivitas Prorgam Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar, tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diamana hasil penelitian ini menujuk kan bahwa pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Kota Makassar kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari tujuh indikator untuk menilai efektifitas pelaksanaan program KUBE ada lima yang tidak efektif pelaksanaannya, yaitu proses sosialisasi, penyaluran bantuan usaha, kesesuaian bantuan, penyuluhan keterampilan, serta proses pendampingan usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan bantuan anggaran dan kelompok sasaran sudah berjalan efektif.


Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
Sumber: Berbagai Sumber

	NO
	JUDUL
	PERSAMAAN
	PERBEDAAN

	


1
	

Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Terhadap Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)), Reza, Universitas Jember, 2017
	

1. Objek Penelitian (Penangnan Fakir Miskin)
	1. Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)
2. Lokasi Penelitian (Dinas Sosial Kabupaten Jember menjadi Dinas Sosial Kabupaten Kuningan)
3. Teori Penelitian (Efektivitas menjadi Koordinasi)

	

2
	
Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Kepau Jaya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Nasution, Universitas Islam Negeri Suktan Syarif Kasim Riau, 2022
	
1. Objek Penelitian (Penangnan Fakir Miskin)
2. Metode Penelitian (Kualitatif)
	1. Lokasi Penelitian (Dinas Sosial Kabupaten Kampar menjadi Dinas Sosial Kabupaten Kuningan)
2. Teori Penelitian (Implementasi menjadi Koordinasi)

	
3
	Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar, Suriyanti, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021
	1. Objek Penelitian (Fakir Miskin)
2. Metode Penelitian (Kualitatif)
	1. Teori Penelitian (Peran menjadi Koordinasi)
2. Lokasi Penelitian (Dinas Sosial Kota Makassar menjadi Dinas Sosial Kabupaten Kuningan)


	

4
	Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) (Di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kaupaten Grobogan), Reknani, Universitas Negeri Semarang, 2015
	


1. Objek Penelitian (Penanganan Fakir Miskin)
2. Metode Penelitian (Kualitatif)
	1. Lokasi Penelitian (Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menjadi Dinas Sosial Kabupaten Kuningan)
2. Teori Pnelitian (Implementasi menjadi Koordinasi)

	

5
	
Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) Di Kota Makassar, Mustafa, Universitas Hasanuddin, 2015
	
1. Objek Penelitian (Penanganan Fakir Miskin)
2. Metode Penelitian (Kualitatif)
	1. Lokasi Penelitian (Dinas Sosial Kota Makassar menjadi Dinas Sosial Kabupaten Kuningan)
2. Teori Penelitian (Efektivitas menjadi Koordinasi)







2.2. Tinjauan Pustaka
2.2.1. Pengertian Koordinasi
	Koordinasi adalah proses sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain supaya tercapainya tujuan bersama. Koordinasi juga merupakan suatu proses saling mengerti dan Memhami antara 2 pihak atau lebih dalam menjalankan suatu hal.
	Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan- kegiatan dari satuan kerja organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas.
	Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.  Menurut Mc. Farland (Handayaningrat, 1985;89) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.
	Dari definisi di atas maka dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya koordinasi adalah merupakan usaha dari seorang pemimpin suatu organisasi untuk menempatkan secara teratur bagian-bagian atau unit-unit kerja yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinyaKoordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan dari satuan-satuan (unitunit) kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan.
	Fungsi koordinasi dapat dilihat sebagai fungsi manajemen yang berperan
menciptakan atau mewujudkan kinerja organisasi yang diharapkan. Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Begitu pula yang dikatakan Imam Buchari (1970 : 68) mengemukakan tujuan koordinasi sebagai berikut: 1. Koordinasi untuk mencegah konflik. 2. Koordinasi untuk mencegah persaingan. 3. Koordinasi untuk mencegah double ours dan pemborosan. 4. Koordinasi untuk mencegah kekosongan ruang atau waktu. 5. Koordinasi untuk mencegah perbedaanperbedaan pendekatan dan pelaksanaan. Sedangkan Menurut G.R Terry dalam Hasibuan ( 2009 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
	Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Koordinasi adalah sebuah proses sinergi atas keseimbangan dari semua kegiatan dalam melakukan pekerjaan yang terjadi antara satu pihak dengan yang lain supaya dapat tercapai tujuan dari setiap pihak ataupun tujuan bersama. Pengertian singkatnya koordinasi ialah bentuk proses untuk saling mengerti dimana satu pihak dengan pihak yang lain untuk melakukan sebuah kerja. Koordinasi adalah sebuah proses sinergi atas keseimbangan dari semua kegiatan dalam melakukan pekerjaan yang terjadi antara satu pihak dengan yang lain supaya dapat tercapai tujuan dari setiap pihak ataupun tujuan bersama. Pengertian singkatnya koordinasi ialah bentuk proses untuk saling mengerti dimana satu pihak dengan pihak yang lain untuk melakukan sebuah kerja.
2.2.2.  Fungsi Koordinasi
	Menurut Handayaningrat (1989:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut :
A. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. 
B. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut. 
C. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi. 
D. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.
E. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.
F. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyembabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan. g. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.
2.2.3. Indikator Koordinasi
		Menurut Handayaningrat (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :
1. Komunikasi
a. Ada tidaknya informasi
b. Ada tidaknya alur informasi
c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi 
a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
5. Kontinuitas Perencanaan
a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek 	pembangunan
2.2.4. Tipe Koordinasi
	Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:
a) Koordinasi vertikal (Vertical Coordination} adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
b) Koordinasi horizontal (Horizontal Coordinatiori) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

2.2.5. Syarat-Syarat Koordinasi
	Syarat koordinasi Menurut Tripathi dan Reddy dalam buku (Moekijat, 2006:39) 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif yakni:
a. Hubungan langsung
b. Kesempatan awal
c. Kontinuitas
d. Dinamisme
e. Tujuan yang jelas
f. Organisasi yang sederhana
g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
h. Komunikasi yang efektif
i. Kepemimpinan dan supervise yang efektif
Menurut (S.P Hasibuan, 1992) syarat-syarat koordinasi adalah :
1. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian
2. Rivalry, dalam organisasi besar, sering diadakan persaiangan antar bagaian, agar saling berlomba untuk mencapai kemajuan
3. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai
4. Espirit de Coorps, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.
2.2.6. Sifat-Sifat Koordinasi
	Hasibuan (2006:87), bependapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah :
a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
b. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang 	koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.
	Asas Koordinasi adalah asas skala (scalar principle=hierarki) artinya koordinasi dilakuakan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini merupakan setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahan secara langsung. Scalar principle merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.
2.2.7. Ciri-Ciri Koordinasi
	Menurut Handayaningrat (1989:118) menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut :
a) Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
b) Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
c) Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
d) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
e) Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
f) Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.
	Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.
2.2.8. Tujuan Koordinasi
	Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa Adapun manfaat koordinasi antara lain:
a) Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
b) Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
c) Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
d) Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
e) Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.
	Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:
a) Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
b) Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
c) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
d) Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
e) Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan
	Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.
2.2.9. Pengertian Kemiskinan
	Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya (Maipita, 2014:1). Kemiskinan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kemiskinan itu sendiri terus bermetamorfose dan konvorgence menuju peningkatan yang lebih baik. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronik karena berkaitan dengan jurang pemisah dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus berkaitan dan menyeluruh dengan factor-faktor yang mempengaruhinya berbagai persoalan kemiskinan masyarakat memang menarik untuk dilihat dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, pisikologi dan politik. Dimana kemiskinan adalah ketidaksamaan peluang untuk mengakumulasi pangkalan kuasa sosial. Pangkalan kuasa sosial meliputi: a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat pengeluaran kesehatan), b) sumber keuangan (pekerjaan dan kredit), c) organisasi sosial dan politik yang boleh digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), d) rangkaian sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, e) pengetahuan dan kemahiran, f) maklumat yang berguna untuk kemajuan hidup friedman (dalam Suharto, 2005b:58). Klassen (dalam Maipita, 2014:62) penlitian kebijakan menunjuk kan bahwa laju pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada tingkat pendapatan rata-rata, kondisi awal dari ketimpangan, dan tingkat perubahan dari tingkat ketimpangan tersebut. Selanjutnya menurut Dollar and Kray (dalam Maipita, 2014:62) pengurangan kemiskinan akan semakin cepat terjadi di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dan tingkat kesenjangan yang rendah.
	Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada dimasyarakat dan adalah tanggungjawab semua pihak. Peran pemerintah sangat berarti dalam mengurangi kemiskinan karena memiliki kewenangan dan kemampuan hal tersebut. Program-program pembangunan yang mempunyai sasaran pada penduduk miskin adalah sangat berangam, baik ditinjau dari segi sektor program pembangunan, sektor alokasi anggaran, maupun sektor instansi penyelenggara, pelaksana program, dan penanggungjawab program. 
	Rencana untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program-program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut mencakup upaya-upaya baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana maupun pendapingan usaha. Pemerintah telah berupaya keras untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan pemberian bantuan melalui program-program penanggulangan kemiskinan khususnya program berbasis pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan kemandirian masyarakat melalui pendapingan usaha dan pemberian modal. Adapun yang dimaksud dengan bantuan yang di berikan kepada fakir miskin yaitu bantuan sosial. Bantuan sosial itu sendiri adalah sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012, Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembagamendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahtraan masyarakat.
	Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan
b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



2.2.1.  Dimensi Kemiskinan
	Cheyne, et al (dalam Tantoro, 2014:34) membagi kemiskinan menjadi dua dimensi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, dalam Teori Neo Liberal dan Teori Sosial Demokrasi. Diantaranya dijelaskan sebagai berikut:
1. Kemiskinan Absolut
	Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan keperluan, dengan keperluan dibatasi pada keperluan hidup atau keperluan-keperluan asas minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak.
2. Kemiskinan Relatif
	Sesorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yangdapat memenuhi keperluan minimum tidak selalu berarti miskin Kartasasmita (dalam Tantoro, 2014:35) menerapkan bahwa:
“kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitar, walaupun pendapatanya sudah tercapai tingkat keperluan hidup minimum tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitar, maka orang tersebut masi berada dalam keadaan miskin.
2.2.11. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
	Setiap permasalahan timbul pasti ada faktor yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut, seperti pada masalah kemiskinan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudayana (2009:28-29) yaitu:
a. Pendidikan yang terlampaui rendah
	Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang
mempunyai keterampilan tertentu yang di perlukan dalam kehidupannya.
b. Malas bekerja
	Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
c. Keterbatasan sumber alam
	Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi meraka.
d. Terbatasnya lapangan kerja
	Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat.
e. Keterbatasan modal
	Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
f. Beban keluarga
	Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.
2.2.12. Ciri-Ciri Kemiskinan
	Kemiskinan memiliki beberapa ciri-ciri antara lain:
a) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
b) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, Pendidikan, sanitasi, air bersih dan transmigrasi).
c) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk Pendidikan dan keluarga).
d) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual ataupun massal.
e) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
f) Ketidakterlibatan dalam kegiatan masyarakat.
g) Ketiadaan atas terhadap lapangan kerja dan mata pencahrian yang berkesinambungan.
h) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
i) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan social (anak terlantar, wanita korban induk kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok maginal dan terpencil (Suharto, 2005:132)
2.2.13. Indikator Kemiskinan
	Ketika pemerintah melakukan kebijakan kontraktif pasca Orde Baru, misalnya kebijakan mengurangi subsidi BBM dengan cara menaik kan harga jualnya, maka akan berdampak pertumbuhan jumlah masyarakat miskin, untuk mengurangi dampak tersebut pemerintah mengambil kebijakan tambahan yang bersifat ekspansif dan hanya ditunjukan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu perlu adanya kriteria untuk menetukan dan memilih siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Untuk keperluan ini, BPS (2013) menyusun beberapa indicator dan kriteria kemiskinan sebagai berikut:
a. Luas lantai rumah kurang dari 8meterpersegi.
b. Jenis lantai tersebut dari kayu murahan, tanah dan bambu.
c. Jenis dinding bangunan (tembok tanpa plester, bambu).
d. Tidak memiliki fasilitas buang air bersih.
e. Tidak memiliki akses pada sumber air minum yang layak.
f. Sumber penerangan utama bukan listrik bahan bakar untuk masak bersumber pada kayu dan arang.
g. Tidak mampu membeli daging, susu, telur dan ikan minimal 1 minggu sekali.
h. Tidak mampu membeli pakaian baru minimal 1 stel per tahun.
i. Tidak mampu membayar untuk berobat ke saran kesehatan modern.
j. Pendapatan kurang dari Rp. 600.000,- per rumah tangga per bulan.
k. Pendidikan tinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga SD kebawah.

2.3. Kerangka Pemikiran
	Berdasarkan uraian diatas, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian ini dalam melihat peran dinas sosial dalam penangan fakir miskin di Kabupaten Kuningan dengan melihat tugas dan jabatan Dinas Sosial dalam menangani fakir miskin yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kuningan. 	Peran Dinas Sosial untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan yaitu Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, memberikan penyuluhan, bimbingan sosial dan pelayanan sosial, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

PROCESS
Koordinasi  menurut Handayaningrat (1980;80)
1. Komunikasi;
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi;
3. Kompetensi Partisipan;
4. Kesepakatan. Komtimen dan Insentif Koordinasi;
5. Kontinuitas Perencanaan.
INPUT
Program penanganan kemiskinan yang belum optimal

																																																																																																																																																																																																																																						Upaya peningkatan dan pemberdayaan fakir miskin oleh Dinas Sosial secara tepat sasaran.

Program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tidak tepat sasaran.
OUTPUT 
Program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tepat sasaran.

OUTCOME
Masyarakat merasa puas dan sudah tidak adanya lagi keluhan.
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Sumber: Berbagai Sumber
				
